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Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA MURNISARI KECAMATAN MANDE

bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah
berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan
masyarakat Desa;

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana
Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada
penduduk miskin di Desa, perlu dilakukan penetapan keluarga
penerima manfaat bantuan langsung tunai Desa setelah
dilakukan verifikasi dan validasi data terlebih dahulu;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa
Murnisari ~ Kecamatan Mande Kabupate Cianjur tentang
Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung
Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020.

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang  Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Perubahan Peraturan
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

Peraturan Menteri Keuangan No. 40 tahun 2020 tentang
Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Keuangan No. 50 tentang Perubahan No. 40
tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2020.

Surat Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 535/PRI.00/11/2020
Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun
Anggaran 2020;

Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020
Perihal Pembinaan dan Pengendalian Dana Desa Tahun
Anggaran 2020;

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015
tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015
Nomor 4);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019
Nomor 88);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 89 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2019 Nomor 89);

Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 443/1890/Kesra tentang
Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Kabupaten
Cianjur dalam Mengantisipasi Peyebaran Infeksi Covid-19;
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 88 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019
Nomor 88);

Peraturan Bupati Cianjur Nomor 89 Tahun 2019 tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun
2019 Nomor 89);

Keputusan Bupati Cianjur Nomor 978/Kep.341-DPMD/2019
tentang Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa
untuk Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tahun
2020

Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 443/1890/Kesra tentang
Peningkatan Kewaspadaan dan Kesiapsiagaan Kabupaten
Cianjur dalam Mengantisipasi Peyebaran Infeksi Covid-19;
Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 142/2160/DPMD tentang
Pelaksanaan Fasilitasi Percepatan Perubahan APBDesa dan
Penyerapan Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2020 untuk
Penanggulangan Covid-19 di Setiap Desa di Kabupaten Cianjur;



23. Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Cianjur Nomor : 142/369/DPMD Tanggal 24 Maret 2020 Perihal
Petunjuk Pelaksanaan Perubahan APBDesa dalam Upaya
Penanganan Covid-19;

24. Peraturan Desa Murnisari Nomor 7 Tahun 2019 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa Murnisari Tahun 2020.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MURNISARI
Dan
KEPALA DESA MURNISARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MURNISARI TAHUN
ANGGARAN 2020.

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MURNISARI Tahun Anggaran 2020 bertambah/berkurang

dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa

a. Semula Rp 1.786.740.200,00
b. bertambah/(Berkurang) Rp (21.234.200,00)
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp 1.765.506.000,00

2. Belanja Desa

a. semula Rp 1.787.200.028,00
b. bertambah/(Berkurang) Rp (21.234.200,00)
Jumlah belanja setelah perubahan Rp 1.765.965.828,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp (459.828,00)

3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula Rp 459.828,00
b. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 459.828,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula Rp 0,00
b. Bertambah/(Berkurang) Rp 0,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp 0,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan (3.1 - 3.2) Rp 459.828,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah Rp 459.828,00
perubahan
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai mana dimaksud dalam
Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan
Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat :
a. APB Desa-P;
b. Daftar Penyertaan Modal.
Pasal 4



Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanan APB Desa-P.
Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana,
keadaan darurat, dan mendesak;

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran
jenis biaya tidak terduga.

(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan
darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya ,yang selanjutnya diusulkan
dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDes.

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenubhi kriteria :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat
diprediksi sebelumnya;

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan
yang di sebabkan oleh kejadian luar biasa dan/permasalahan sosial; dan

e. Berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :
a. Penambahan dan/atau Pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA
akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan

Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangakan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam
lembaran Desa Murnisari Kecamatan Mande.

Murnisari
20 Mei 2020

Murnisari

LEMBARAN DESA MURNISARI NOMOR 05 TAHUN 2020



